Menimbang

Mengingat

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Keuangan Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2007 Nomor 1);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2007 Nomor 3);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2007
tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2007 Nomor 4);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007
Nomor 10);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

15.Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

16.Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman
Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

S. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
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11.
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13.

14.

15.

16.
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21.

22.
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26.

27.

28.

29.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.

Perangkat desa adalah Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi yang bersifat mengatur.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawa-ban
dan pengawasan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan peraturan desa.

Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke kas desa.

Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari kas desa.

Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa dan merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut PPTKD adalah
Perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tim Pelaksana Kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan desa sebagai
pelaksana teknis kegiatan.

Bendahara adalah perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan
dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.



30. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi
pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertangungjawaban keuangan desa.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa;
b. memberikan kepastian hukum.

BAB III
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

(1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan:
a. kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c. bendahara desa;
d. petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
e. petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Pasal 5

PTPKD adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Urusan Keuangan; dan

c. Kepala Urusan Umum.



Bagian Ketiga
Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertindak selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab
kepada Kepala Desa.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
b. menyusun dan melaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa; dan
c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Keempat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKD)

Pasal 7

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa menunjuk pelaksana teknis lapangan selaku PPTKD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

(2) PPTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

c. melakukan bimbingan dan arahan kepada Tim Pelaksana Kegiatan atas
kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa

Pasal 8

(1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenaan.

(2) Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa adalah:

a. menyelenggarakan akuntansi;

b. menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

c. menyusun laporan keuangan pemerintahan desa.

(3) Tugas Bendahara Desa adalah:

a. menerima, menyimpan, dan melaksanakan pembayaran dari uang yang
dikelolanya;

b. membuka rekening Bank bukan atas nama pribadi guna menampung seluruh
peneriman desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. melakukan pencairan dana pada rekening Bank sebagaimana tersebut pada
huruf b dengan persetujuan Kepala Desa;

d. melakukan pemotongan pajak (PPh/PPN) atas pembelian barang/jasa dan
menyetorkan ke rekening kas negara pada Bank persepsi yang ditunjuk
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pejabat Pengurus Barang

Pasal 9

(1) Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertindak
selaku Pejabat Pengurus Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2) Tugas Pejabat Pengurus Barang adalah:

a. menerima, menyimpan, menyalurkan, mengeluarkan, menjaga dan
menatausahakan barang milik desa (barang pakai habis dan barang
inventaris);



b. mencatat seluruh barang milik desa ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB),
Kartu Inventaris Ruangan dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodefikasi dan
penggolongan barang milik desa;

c. melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara/diperbaiki ke
dalam kartu pemeliharaan;

d. meneliti jumlah dan kualitas barang milik desa yang diterima sesuai
dokumen yang menyertainya;

e. mengusulkan penghapusan barang yang rusak atau tidak dipergunakan lagi
kepada Kepala Desa dengan persetujuan BPD;

f. melaksanakan stock opname (penghitungan ketersediaan barang) milik desa
setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara; dan

g. menyiapkan laporan barang pakai habis secara berkala (bulanan), laporan
barang semesteran dan laporan barang tahunan.

(3) Laporan barang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebagai
bahan penyusunan neraca pemerintah desa.

(4) Tugas Pejabat Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan contoh dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu
Azas Umum APBDesa

Pasal 10

(1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinta-han
dan kemampuan keuangan desa.

(2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
RKPDesa.

Pasal 11

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dianggarkan dalam APBDesa.

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

(3) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dengan dasar hukum
yang melandasinya.

Pasal 12

(1) Tahun anggaran APBDesa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBDesa

Pasal 13

APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

Pasal 14

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:
a. pendapatan asli desa meliputi:
1. hasil usaha desa terdiri atas Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dan
hasil usaha melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan/atau lain-
lain hasil usaha desa yang sah.



b.

C.

2. hasil kekayaan desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan,
bangunan desa, lapangan desa, obyek wisata yang dikelola oleh desa,
sumber mata air, pemandian umum yang diurus oleh desa, dan lain-lain
kekayaan milik desa.

3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah seluruh bentuk
kontribusi masyarakat desa berupa uang untuk mendukung kegiatan yang
dananya diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Peme-rintah
Kabupaten.

4. Hasil gotong-royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi
masyarakat desa berupa uang untuk mendukung kegiatan yang dananya
murni dari masyarakat tanpa adanya dukungan dana dari
Pemerintah /Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten.

5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah dan tidak mengikat terdiri atas
hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan
atau pendayagunaan desa yang tidak dipisahkan, jasa giro/bunga bank,
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa, dan bentuk-bentuk
lain yang merupakan hak desa dan menambah kekayaan desa.

dana perimbangan meliputi:

1. Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

2. Alokasi Dana Desa (ADD); dan

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa.

lain-lain pendapatan desa yang sah meliputi:

1. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya.

2. pendapatan hibah; dan

3. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:
a. belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

1.

Belanja pegawai/penghasilan tetap adalah penganggaran kompensasi yang
dapat dinilai dengan uang, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

. Belanja bunga adalah penganggaran yang digunakan untuk pembayaran

bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang.

. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada usaha kecil

menengah yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
Belanja hibah adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk pemberian
hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, atau Pemerintah Desa lainnya, BUMDesa, masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah
Perjanjian Hibah Desa (NPHD) yang sekurang-kurangnya memuat identitas
penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah yang dihibahkan.

. Belanja bantuan sosial adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk

pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang meliputi
belanja penyelenggaraan hari besar keagamaan, belanja hadiah dan belanja
bantuan kepada yatim piatu.

Belanja bantuan keuangan Belanja Bantuan Keuangan adalah alokasi
anggaran yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau
khusus dari Pemerintah Desa kepada Lembaga Kemasyaarakatan Desa,
kepanitiaan dan lain-lain dalam rangka penguatan kemampuan keuangan
penerima bantuan antara lain bantuan kepada RT/RW, PKK, Karang Taruna
dan lain-lain; dan



7. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah
ditutup yang antara lain seperti: bencana alam, banjir, longsor dan lain-lain
yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

b. belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

1. Belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah, uang
lembur dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menanggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa, termasuk barang
yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga
meliputi barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/peng-gandaan, sewa
rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas,
perjalanan dinas, pemeliharaan jasa konsultansi dan belanja lainnya yang
sejenis.

3. belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan desa, tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat atau pihak lain, yang antara lain dalam bentuk tanah, peralatan
mesin, gedung, dan aset tetap lainnya.

Pembiayaan Desa

Pasal 16
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
a. penerimaan pembiayaan;
b. pengeluaran pembiayaan.
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman desa;
penerimaan kembali pemberian pinjaman desa; dan
penerimaan kembali penyertaan modal/investasi pemerintah desa.
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal/investasi pemerintah desa;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.
(4) Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan dan harus dapat menutup defisit anggaran.
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BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
Pasal 17

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan pada RKP-Desa.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
contoh dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PENETAPAN APBDesa

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 18

(1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menitikberatkan pada
kesesuaian dengan RKP-Desa.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 19

(1) Persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan.

(2) Apabila BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengambil persetujuan bersama dengan Kepala Desa terhadap rancangan
peraturan desa tentang APBDesa, Kepala Desa melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang APBDesa.

(3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib.

(4) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 20

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama,
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kewenangan kepada
Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

(3) Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari.

(4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas
waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.



Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan
dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum serta ketentuan peraturan
perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa
tentang APBDesa.

(2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati
melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VIII
PELAKSANAAN APBDesa

Pasal 22

(1) Semua penerimaan desa dilakukan melalui kas desa baik secara bank atau
tunai.

(2) Setiap penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah.

(3) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan
langsung untuk nnembiayai pengeluaran sebelum dimasukkan ke Kas Desa.

(4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan
dalam Peraturan Desa.

(5) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan
pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengemba-lian pendapatan
desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

(6) Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 23

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan desa

(4) Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa jika
tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam
APBDesa.

(5) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib.

Pasal 24

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.



Pasal 25

Pemerintah Desa dapat melakukan pembentukan dana cadangan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah
desa;

b. tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan;

c. kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan, dengan
terlebih dahulu melakukan pemindahbukuan ke rekening kas desa;

d. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling tinggi sejumlah
pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan, dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan oleh kepala desa;

e. dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah selesai
dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang
masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas
desa;

f. dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
dan

g. penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan
dalam deposito sebagaimana dimaksud pada huruf f menambah jumlah dana
cadangan.

Pasal 26

Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan
dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 27

Pemerintah Desa dapat melakukan penarikan pinjaman dalam rangka menutup
defisit anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dengan persetujuan
BPD.

Pasal 28

Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan
modal desa.

BAB IX
PERUBAHAN APBDesa

Pasal 29

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Pendanaan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
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(4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Pendanaan Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 50% (lima puluh perseratus).

(6) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja
dalam APBDesa.

(7) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), dapat
dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian kinerja
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

(8) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka
dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun
anggaran berkenaan.

(9) Dalam keadaan mendesak di luar keadaan darurat Kepala Desa dapat
mengajukan rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan
desa tentang perubahan APBDesa.

(10) Rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan desa tentang
Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan desa yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak dapat
ditunda menunggu ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan
APBDesa;

b. kewajiban pemerintah desa sehubungan dengan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang bersifat mendesak.

(11) Rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan desa tentang
Perubahan APBDesa, ditetapkan dengan peraturan kepala desa setelah
mendapat persetujuan BPD.

(12) Penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

BAB X
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten.

(2) Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah
Dana Alokasi Umum (DAU).

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah
dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya secara proporsional untuk setiap
desa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 31

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
dan pemberdayaan masyarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;



d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengemba-ngan

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan

meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).
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Bagian Ketiga
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 32

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan desa.
(2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat:
a. dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat di desa;
b. dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; dan
c. dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 33

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi
Dana Desa (ADD) dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan dengan nnengacu pada peraturan bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung.

(2) Alokasi Dana Desa (ADD) bersifat block grand dan pengunaannya diserahnya
sepenuhnya pada pemerintah desa.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 34

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertang-
ggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XI
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

Pasal 35

Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa wajib
menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran
uang yang menjadi tanggungjawabnya.
Bagian Kedua
Akuntansi Keuangan Desa

Pasal 36

(1) Penatausahaan seluruh penerimaan dan pengeluaran menggunakan sistim
akuntansi berbasis kas modifikasi akrual.

(2) Sistim akuntansi berbasis kas modifikasi akrual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:



a. basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
laporan relaisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca;

b. basis kas untuk laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud huruf a
ayat ini berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada
saat kas diterima oleh kas desa atau bendahara desa, serta belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas desa
atau bendahara desa; dan

c. basis akrual untuk neraca sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini berarti
bahwa aset, kewjiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah desa, bukan pada saat kas diterima
atau dibayar oleh kas desa.

(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan media
akuntansi sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pedoman Administrasi Desa, dengan buku-buku sebagai berikut:

buku jurnal penerimaan kas;

buku jurnal pengeluaran kas;

buku besar kas;

buku besar pendapatan;

buku besar pengeluaran;

buku jurnal umum; dan

buku rekapitulasi.
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Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pasal 37

(1) Bendahara Desa wajib menyusun Surat Pertanggungjawaban berupa Laporan
Realisasi APBDesa dengan melampirkan bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran yang sah kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tanggal 5 bulan
berikutnya.

(2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud
ayat (1) kepada Camat dengan melampirkan copy bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran yang sah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Camat menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati
cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten setiap tiga bulan
(triwulan) selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan
bersangkutan.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Pasal 38

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertang-
gungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan keuangan yang terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

(5) Raperdes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala
Desa selambat-lambatnya S5 hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk
dievaluasi.



(6) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyerahkan kewenangan kepada
Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lama 15 (lima belas) hari
kerja.

(7) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
menetapkan menjadi peraturan desa.

(8) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 39

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Desa disampaikan
kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 40

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Camat dan Bupati.
Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 41

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten
berkewajiban:

a. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang
mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;

b. membina pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa; dan

c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan
desa.

(2) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Camat berkewajiban:

a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan

c. memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB X1V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Pedoman pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XV
PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
(3)

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Oktober 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 63
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Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011



Lampiran III : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

TANDA BUKTI PENGELUARAN

PEMERINTAHAN DESA ....ccoiiiiiiiiiiieeneen.
No. Rek
BUKU KAS No
KWITANSI | BUKU BANTU No :
Telah terima uang dari......ccoviieeiiiiiiiii e :
Banyaknya Uang ettt et e e et e et e e e e et aaaanas
Untuk Pembayaran :.....coooiiiiiiiiiiii e
JUMLAH CRp Lunas Tgl.....ccocceeenennes
Mengetahui Yang Terima
membayarkan
Sekretaris Desa Bendahara Desa Tanda tangan/cap jempol
Nama terang

........................................................ Alamat

...............................




Lampiran IV : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ......ccevinenne.
SURAT BUKTI PENERIMAAN
NOMOR: ......ccoevenene.
ANGGARAN
Desa T ettt eeteeteeieeeneeeneeeaeerarerteeiarerteeraeeaaeanaaan
Kecamatan D ettt eeeeereeteeieeeteeneeneeneeeeneereeaaaaaane
Kabupaten : Kebumen

Telah menerima uang dari bendahara desa

Uang sebesar R (e )
Sesuai DPA NOMOT & coiiiiiiiiii e
Untuk kegiatan L ettt et en e aaas
SPP Nomor PP TR P PPN
Tanggal PP PT PPN
Untuk keperluan PP PP PPRPIR
Telah terima uang dari......ccooveiiviiiiiiii e :
Banyaknya Uang PP PR PPN
Untuk Pembayaran :.....coooiiiiiiiiiiiii e
JUMLAH TRp Lunas Tgl.......ccccune...
Mengetahui Yang Telah terima
membayarkan
Sekretaris Desa Bendahara Desa | = ...l
Nama N
Alamat T e




Lampiran V : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR: ...cocviviiiiiiininn,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .........

Kepada Yth.

Kepala Desa

Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Dasar Dokuen Pelaksanaan (DPA) Tanggal ........... Nomor ......... Tahun Anggaran
........ Kegiatam ... e e
Jumlah/Pagu Anggaran : Rp. .cccociviiiiiiiiiinnnne. (cememee )

bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Jumlah pembayaran yang diminta Rp................. (ceememe e )

DAFTAR PERINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. | Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
1 2 3 4
Jumlah yang diminta Rp.
Jumlah yang telah dibayarkan sebelumnya Rp.
Sisa Anggaran dalam satu tahun yang belum | Rp.
diambil
............................. yereeeennteeenaeas
Disetujui untuk dibayar Telah diverifikasi Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa; selaku Sekretaris Desa sebagai
Pemegang Kekuasaan Koordinator Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa
Desa

Lembar Asli: Untuk Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Salinan 1 : Untuk Sekretaris Desa

Salinan 2 : Untuk Pelaksana Kegiatan

Salinan 3 : Untuk Bendahara Desa




Lampiran VI : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011



Lampiran VII: Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011



Lampiran VIII : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

BUKU KAS UMUM
DESA ... KECAMATAN .....cccovvenienne.
TAHUN ANGGARAN ................

No. Tgl Kode Rekening Uraian Penerimaan|Pengeluaran
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.

Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.

Jumlah semua s/d bulan/tanggal Rp. Rp.

Sisa kas Rp

Pada hari ini tanggal ......... , 200...

Oleh kami didapat dalam kas Rp. ..............

Terdiri dari:
Tunai Rp e
Saldo Bank Rp e
Surat Berharga: Rp ................

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas




Lampiran IX : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA ..o KECAMATAN ....ccocovvennennen.
TAHUN ANGGARAN ................

No. Nomor BKU Tanggal setor Nomor STS dan Jumlah
Penerimaan bukti penerimaan (Rp)
lainnya
1 2 3 4 5
Jumlah bulan ini Rp.
Jumlah s/d bulan lalu Rp.
Jumlah s/d bulan ini Rp.
................ , tanggal ...................
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya
Kolom 4 diist dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti Penerimaan lainnya




Lampiran X : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA ... KECAMATAN .....cccovvenienne.

TAHUN ANGGARAN ................

No. | Tanggal Uraian Penerimaan |Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
................ , tanggal....................
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

----------------------------------

..................................

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 6 disi dengan saldo buku kas bendahara




Lampiran XI : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011
Tanggal : 26 Oktober 2011

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PPN/PPH
DESA ... KECAMATAN .....cccovvenienne.

TAHUN ANGGARAN ................

No. | Tanggal Uraian Pemotongan |Penyetoran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6
JUMLAH
................ , tanggal................o...
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak
Kolom 2 diisi dengan pemotongan atau penyetoran pajak

Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak

Kolom 6 disi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak




Lampiran XII: Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 63 Tahun 2011

Tanggal

: 26 Oktober 2011

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESA ..o, KECAMATAN .....cooeiienennnes
TAHUN ANGGARAN ................
No. | Nomor BKU |Tanggal setor| Nomor STS dan Jumlah
Pengeluaran bukti Pengeluaran (Rp)
lainnya
1 2 3 4 5
Jumlah bulan ini Rp.
Jumlah s/d bulan lalu Rp.
Jumlah s/d bulan ini Rp.
................ , tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran SPP/Bukti pengeluaran lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya



